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ABSTRAK

Muhammad Rizal Umam, 2023. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang
Disabilitas Mental Dalam Pemelihan Umu Di Kabupaten Batang. Skripsi Jurusan
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH.

Abdurahhman Wahid Pekalongan, Pembimbing Agung Barok Pratama S.Sy., M.H

Kata kunci: Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum, Hak Politik

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang
mendapat  perhatian  serius karena mereka menghadapi tantangan dalam
menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam
proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan
demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pemenuhan
hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten
Batang Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan sosioligis serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang
diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang
relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan pemenuhan
hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di
Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari
peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, maupun masyarakat maka dari
itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik

penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.
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ABSTRACT

Muhammad Rizal Umam, 2023. Fulfillment of Constitutional Rights of Persons
with Mental Disabilities in General Elections in Batang District. Thesis
Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University KH.
Abdurahhman Wahid Pekalongan, Advisor Agung Barok Pratama S.Sy., M.H.
Keywords: Persons with Mental Disabilities, General Elections, Political Rights
Fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in Batang
district receives serious attention because they face challenges in exercising their
political rights. This includes the right to vote, to be involved in the political
decision-making process and to participate actively in democratic life. The purpose
of writing this thesis is to find out the fulfillment of the constitutional rights of
persons with disabilities in general elections in Batang Regency. This research is
an empirical juridical research using a sociological approach and using primary
legal materials in the form of data taken directly from the field and secondary data
from relevant legal documents. The results of this study are that in the
implementation of fulfilling the constitutional rights of persons with mental
disabilities in general elections in Batang Regency there are still many obstacles in
its implementation both from the governing regulations, law enforcement officials,
and the community, therefore there is still much to be evaluated and corrected so
that fulfillment the political rights of persons with mental disabilities can run well

and smoothly.
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A.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berkomitmen pada demokrasi; Di sini
warga bebas menyampaikan pendapatnya, baik berupa komentar maupun
kritik.! Sebagai negara yang menerapkan lembaga demokrasi, Ukuran
demokrasi adalah pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang
diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5
tahun sekali dimana pemilihan anggota parlemen bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat dengan LUBERBURDIL.
Ayat (2) Pasal 202 dan Ayat (3) Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu Diputuskan bahwa hanya pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) yang berhak memilih. Adapun bunyi dari Pasal 202
ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis
kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak
memilih.” Dan Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam
daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda
penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai
Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.”? Persyaratan lainnya harus

dipenuhi bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun, memiliki

2008) :

1 Budiardjo, Miriam. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
47
2 Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017



kewarganegaraan Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP dan
sehat jasmani dan rohani untuk memilih. Tentunya kondisi di atas hampir
sama dengan penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas
memiliki hak pilih dalam pemilihan parlemen

Penyandang Disabilitas merupakan gambaran yang digunakan untuk
menggambarkan kondisi seseorang dengan kondisi mental, fisik, emosional,
sensorik, kognitif, dan kombinasi dari kondisi ini yang kurang mumpuni.>
Indonesia adalah negara dengan disabilitas yang beragam. Namun
pemerintah sendiri kurang memperhatikannya. Hal ini dibuktikan dengan
ketidakpedulian pemerintah kepada realisasi hak mereka. penyandang
disabilitas masih dikucilkan oleh masyarakat dan pemerintah. Keberadaan
mereka seperti memperlakukan mereka sebagai masyarakat yang tidak
berguna dan tidak bisa seperti manusia normal lainnya.

Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai Undang -undang Penyandang
Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan landasan hukum yang
kokoh untuk menjamin kehidupan semua warga negara, termasuk
penyandang disabilitas yang memiliki status hukum dan mempunyai hak
asasi yang sama dengan warga negara Indonesia dan sebagai bagian integral
dari masyarakat sebagai penduduk negara Indonesia. Mereka menghadapi
tantangan yang lebih besar daripada komunitas nondisabilitas karena

hambatan untuk mengakses layanan publik, seperti akses ke layanan

3 Madja EIMuhtaj. “Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) :273.



kesehatan, pekerjaan, politik dan pendidikan. Terdapat sejumlah undang-
undang yang menyatakan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain UU
Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, UU Nomor 19 tentang
Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU
Nomor 8 Tahun 2011. Ada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa dan Pemerintah Kabupaten Batang tentunya memiliki ketentuan
tersendiri tentang hak-hak penyandang disabilitas yaitu Perda Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Disabilitas. Berbagai undang-
undang menyebutkan, tentunya semua penyandang disabilitas memiliki
akses yang sama dalam kehidupan politik. Seharusnya tidak ada
pembedaan, diskriminasi atau pengucilan antara kelompok disabilitas
tertentu. Termasuk hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dan
menggunakan hak pilihnya. Isu terkait hak pilih penyandang disabilitas
seringkali diabaikan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang disabilitas
intelektual. Tuna Grahita adalah anak yang lemah dalam berpikir dan
bernalar, sehingga kemampuan akademik dan sosialnya di bawah rata-rata.
Anak tunagrahita menghadapi keterbatasan dalam perkembangan
kemampuan berpikirnya dan dalam segala aspek kepribadiannya, yang
mempengaruhi kemampuannya untuk hidup bersama anak secara fisik,

mental, sosial dan emosional, kasih sayang, bahkan kombinasi dari itu



semua. hidup mereka. Kekuatan dalam masyarakat, betapapun
sederhananya.*

Beberapa kendala pemberdayaan politik penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi dalam politik adalah penyandang disabilitas mental dianggap
tidak cakap secara hukum sehingga sulit menggunakan hak pilihnya dalam
pemilihan umum. Terlebih juga penyandang disabilitas mental belum di
perhatikan sepenuhnya oleh pemerintah dalam pemenuhan hak politiknya
seperti observasi yang di lakukan oleh peneliti kepada keluarga penyandang
disabilitas mental. peneliti memawancarai ibu ariyah selaku pihak keluarga
dari penyandang disabilitas mental dan intelektual yang bernama taufik.
Berikut  pemaparan  narasumber  penyandang  disabilitas  non
organisasi/komunitas:

“terkait sosialisasi itu saya ga pernah tau dari dulu, karna saya tidak
ikut komunitas apa-apa jadinya saya minim informasi cuma tau dari
tv aja sama informasi dari orang-orang sekitar itupun berlaku untuk
umum bukan khusus untuk difabel jadi ya asal nyoblos aja”.’

Berdasarkan wawancara di atas, untuk sosialisasi pemilihan umum
terhadap penyandang disabilitas yang tidak ikut komunitas itu tidak
tersalurkan. Mereka mendapatkan informasi pemilihan umum hanya di
berita-berita televisi dan orang-orang sekitar yang notabenenya itu berlaku

secara umum bukan khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi mereka

4 Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, Pemenuhan Hak Bagi
Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights
Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan,vol 28, no.1, (2017).

5 Ariyah, orang tua penyandang disabilitas mental, diwawancarai oleh Muhammad Rizal
Umam, rumah narasumber, 29 Mei 2023



menggunakan hak suaranya hanya untuk formalitas saja. Terlihat bahwa
kegiatan sosialisasi hanya dilakukan untuk komunitas penyandang
disabilitas di Kabupaten Batang. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam
pelaksanaan sosialisasi pemilu. Penyelenggara Pemilu sangatlah penting
untuk dapat memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas mental pada
Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Batang. Apalagi pada saat ini, teknologi
telah berkembang, sosialisasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
dengan memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Selain sosialiasi,
fasilitas surat keterangan dokter untuk syarat ikut serta dalam pemilihan
umum di Kabupaten Batang juga belum terpenuhi sehingga penyandang
disabilitas mental menjadi semakin sulit dalam ikut bepartisipasi dalam
pemilihan umum.

Berikut adalah tabel data rekapitulasi pemilih Difabel Kabupaten

Batang dalam pemilihan umum 2019 :

Tabel 1. 1 data rekapitulasi pemilih difabel Kabupaten Batang dalam
pemilihan umum 2019

No | Kecamatan | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna | Disabilits | Total
Daksa | Netra | Rungu | Grahita | Lainnya
1 | Wonotunggal 8 11 12 0 5 36
2 | Bandar 36 40 33 8 12 129
3 | Blado 23 17 9 2 4 55
4 | Reban 19 8 16 2 8 53
5 | Bawang 19 26 23 3 12 83
6 | Tersono 21 13 17 8 7 66
7 | Gringsing 10 7 11 7 3 38
8 | Limpung 27 22 20 7 9 85
9 | Subah 8 12 26 2 4 52
10 | Tulis 12 16 11 6 1 46
11 | Batang 28 26 25 12 18 109
12 | Warungasem 20 16 18 10 9 73




13 | Kandeman 10 13 19 5 0 47

14 | Pecalungan 8 9 12 1 3 33

15 | Banyuputih 6 12 5 1 3 27
Jumlah 932

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

Tabel di atas merupakan data rekapitulasi pemilih difabel Kabupaten
Batang dalam pemilihan umum 2019. Permasalahan yang di alami
penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang adalah mereka haknya
belum terpenuhi sepenuhnya. Mulai dari sarana dan prasana yang diberikan
oleh pemerintah seperti sosialisasi politik dan fasilitas surat keterangan
dokter yang terjadi ketidakmerataan, adanya kekosongan hukum, aparat
penegak hukum yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas mental
dan stigma masyarakat Kabupaten Batang yang masih menganggap rendah
penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis memutuskan menggali
lebih dalam untuk mengetahui pemenuhan dan perlindungan hak
konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di
Kabupaten Batang yang kemudian dituangkan kedalam sebuah skripsi yang
berjudul “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI

KABUPATEN BATANG”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai

berikut :

1.

Bagaimana (existing) hak konstitusional penyandang disabilitas
mental dalam pemilihan umum?
Bagaiman pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas

mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, jadi tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui hak konstitusional penyandang disabilitas dalam
pemilihan umum.
Untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional penyandang

disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat

meninggalkan kegunaan sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
menambah pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pembaca
untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peraturan daerah nomor

6 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas



2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Manfaat untuk penulis sendiri yaitu untuk menambah
pengetahuan terhadap masalah yang diteliti secara nyata, juga dapat
sedikit mengajarkan kepada orang lain mengenai praktek dari
fenomena tersebut, juga menambabh relasi sosial bagi peneliti.
b. Bagi Pembaca
Manfaat praktis bagi masyarakat atau pembaca diharapkan
penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas serta
memberikan sosialisasi terhadap peraturan terbaru mengenai
peraturan tersebut. Serta tujann dari peneliitian tersampaikan secara
jelas.
c. Bagi peneliti selanjutnya.
Manfaat praktis bagi peneliiti selanjutnya yakni diharapkan
dapat menjaadi acuan atau literature dalam analisi yang akan datang,
agar muncul penelitian yang baru mengenai masalah penegakan

peraturan daerah tentang penyandang disabilitas selanjutnya.

E. Kerangka Teori
1. Penegakan hukum
Pengertian penegakan hukum dapat pula dipahami sebagai
penegakan hukum menurut kewenangan yang bersangkutan oleh aparat
penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan, menurut

ketentuan hukum yang bersangkutan. Hukum pidana adalah suatu



kesatuan proses yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan,
penahanan dan peradilan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan
rehabilitasi terhadap terpidana.® Menurut Soerjono Soekanto, penegakan
hukum adalah kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan
dalam prinsip dan sikap yang tetap sebagai rangkaian tahap akhir dari
proses transfer nilai. Menciptakan, melindungi, dan memelihara
ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.’

Praktek hukum pidana adalah penerapan khusus hukum pidana
oleh penegak hukum. Dengan kata lain, hukum pidana adalah penerapan
lembaga pidana. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu
sistem yang mencakup keselarasan antara nilai dan standar serta perilaku
manusia yang sesuai. Aturan-aturan ini kemudian menjadi pedoman atau
kriteria perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai. Perbuatan
atau sikap tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan
memelihara perdamaian. Menurut Moeljatno, ia menguraikan
pengertiannya tentang istilah hukum pidana, yang menurutnya
merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara
dengan unsur dan kaidah penegakan hukum, yaitu:?

a. Identifikasi tindakan yang tidak dapat disertai dengan ancaman atau

hukuman khusus bagi siapa pun yang melanggar moratorium

6 Harun M.Husen. “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990) :58

7 Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta:
UI Pres, 1983). :35

8 Moeljatno. “Asas-asas Hukum Pidana”, (Surabaya: Putra Harsa,1993) :23



10

b. Identifikasi situasi di mana pelanggar larangan ini dapat dikenakan
hukuman atau hukuman dalam bentuk ancaman.
c. menentukan bagaimana hukuman akan dikenakan pada orang yang
diduga melanggar perintah penahanan.
2. Hak Konstitusional

Hak konstitusional (constitutional rights) mempunyai arti yakni
suatu hak asasi manusia yang sudah dimuat secara tegas dalam suatu
konstitusi, hal tersebut juga sebagaimana dalam UUD NRI 1945 yang
telah memuat hak asasi manusia, oleh sebab itu hak tersebut dapat disebut
sebagai hak konstitusional setiap warga negara. perbedaan hak konstitusi
dengan hak hukum lainya adalah apabila suatu hak konstitusional telah
dijamin oleh konstitusi atau UUD NRI 1945 dan hak hukum lainya baru
akan muncul apabila sudah ada suatu peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat untuk mengatur hak tersebut (subordinate
legislations).” Secara tegas UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang
hak asasi manusia telah secara tegas mengatur serta memerintahkan
bahwa negara haruslah memenuhi hak konstitusional warga negara, baik
dari hak asasi serta hak politik dan lebih khususnya hak untuk memilih
dan dipilih dalam pemilihan umum

Dari berbagai literasi, baik literasi ilmu politik maupun hukum tata

negara, kajian dari ruang lingkup paham konstitusi atau

? jimly Asshidiqie, “Pengantar [lmu Hukum Tata Negara Jilid 2”. (Jakarta, Konstitusi Press,
20006) :134
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konstitusionalisme mempunyai ciri sebagai berikut : kekuasaan politik
tunduk pada hukum, perlindungan serta adanya jaminan atas hak-hak
dasar atau asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, dan
akuntabilitas publik sebagai corong utama kedaulatan rakyat.!?
Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi
Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukannya
perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan baru yang dimuat dalam UUD
1945 dimuat dalam pasal 28 A hingga Pasal 28], dan terlebih juga dimuat
dalam beberapa pasal lainya. Hal tersebut menjadikan UUD NRI 1945
sebagai suatu konstitusi yang paling lengkap dalam melindungi dan
menjamin hak-hak asasi manusia.

Dari pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak asasi
manusia, yang dalam hal ini pasal 28 A-28J berasal dari rumusan TAP
MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Yang
kemudian dari hal tersebut dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih
lengkap mengenai hak asasi manusia. Oleh karena hal tersebut, dalam
memahami mengenai hak asasi manusia, baik secara konsep maupun
historis, ketiga instrumen diatas haruslah dipelajari secara tuntas.

Penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional merupakan
kewajiban semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh

karena itu dalam memahami hak konstitusional tidak hanya mencakup

10 Dahlan Thaib, “Teori dan Hukum Konstitusi”. (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008) :2
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hak, namun juga kewajiban. Kewajiban tersebut diataranya adalah
kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional
orang lainya. Sehingga dalam hal tersebut akan menimbulkan suatu
batasan dan larangan dalam melaksanakan perlindungan atas hak
konstitusional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adanya
pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi serta menjamin
pengakuan dan penghormatan atas kebebasan masyarakat, agar dapat
memenuhi suatu tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan moral,

keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

F. Penelitian Yang Relevan

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian

yang ditulis oleh peneliti:

1.

Penelitian oleh Islamiah Ilyas (2019) yang merupakan mahasiswi dari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “HAK
POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM
KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA)”.
(jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teori hak politik, pemilihan umum,
dan hukum ketatanegaraan islam.

Berdasarkan pembahasan dan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa
Jika kondisi penyandang disabilitas mental stabil, mereka dapat

berpartisipasi. Orang yang belum menerima surat dari dokter
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mengatakan mereka mengalami gangguan jiwa yang serius. Orang yang
sakit jiwa dan telah mendapat keputusan dokter bahwa dirinya
mengalami gangguan jiwa berat memerlukan pengobatan, sehingga
untuk sementara waktu tidak dapat memberikan hak politik kepada
mereka. KPU tidak sementara waktu memberikan hak pilih kepada
penderita gangguan jiwa berat.

. Penelitian oleh Anggi Oktariana (2020) yang merupakan mahasiswi dari
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul
“PEMENUHAN HAK PILIH DISABILITAS MENTAL OLEH KPU
PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019 (STUDI KASUS:
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1). (jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar hukum dan pemenuhan
hak politik bagi penyandang disabilitas, teori sosialisasi politik, dan
penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan
bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajibannya untuk memfasilitasi dan memberikan akses kepada
penyandang disabilitas mental untuk menyalurkan hak pilihnya sama
dengan warga negara lainnya. Meskipun dalam pelaksanaan masih
terdapat kekurangan seperti dirasa kurangnya sosialisasi yang diberikan,

namun apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta patut
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diapresiasi karena telah melaksanakan ketentuan pemilu yang termaktub
dalam peraturan perundang- undangan dengan baik.
. Penelitian oleh Erfianti Rahmayani (2020) yang merupakan mahasiswi
dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ‘yang berjudul
“HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN
2020”. (jenis penelitian yaitu deskriptif-kualitatif). Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teori hak politik dan pemilihan umum.
Berdasarkan pembahasan dan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa,
Ketimpangan sosialisasi dapat dilihat muncul dalam praktiknya.
Sementara sosialisasi hanya tersedia untuk komunitas penyandang
disabilitas, para penyandang disabilitas mengaku tidak mendapatkan
sosialisasi apapun. Begitu pula dengan aksesibilitas dan fasilitas KPU di
Surabaya. Aksesibilitas dan fasilitas masih belum ideal, terutama untuk
tunanetra dan difabel, menurut keterangan sumber

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat tabel perbedaan penelitian

yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu :

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitan Penulis dengan Penelitian

Terdahulu
No | Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Islamiah | “Hak Politik | Membahas Membahas
Ilyas Penyandang pemenuhan menurut
(2019) Disabilitas Mental | hak prespektif
Dalam Pemilihan | penyandang hukum
Umum Prespektif | disabilitas ketatanegaraan
Hukum dalam islam
Ketatanegaraan
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Islam (Studi Kasus | Pemilihan
Di Kpu Gowa)” Umum

2. | Anggi Pemenuhan  Hak | Membahas Membahas lebih
Oktarian | Pilih  Disabilitas | pemenuhan rinci lagi yaitu
a Mental Oleh Kpu | hak tentang hak pilih
(Universi | Provinsi Dki | penyandang disabilitas
tas Islam | Jakarta Pada | disabilitas mental
Negeri Pemilu 2019 (Studi | dalam
Syarif Kasus: Panti Sosial | mendapatkan
Hidayatu | Bina Laras Harapan | hak pilih di
llah Sentosa 1). pemeilihan
Jakarta, umum
2020)

3. | Erfianti | Hak Politik | Membahas Selain lokasi
Rahmaya | Penyandang pemenuhan penelitian yang
ni Disabilitas Dalam | hak berbeda dimana
(Universi | Pemilihan Kepala | penyandang hasil penelitian
tas Islam | Daerah Kota | disabilitas ini dapat berbeda
Negeri Surabaya  Tahun | dalam karena
Sunan 2020 mendapatkan | perbedaan
Ampel hak pilih di | budaya hukum
Surabay, pemeilihan
2020) umum

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan adalah

menggunakan buku Metode Penelitian Hukum milik Dr. Bachtiar, S.H.,

M.H. sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan penilitian yuridis-empiris dan disini

penelitian yuridis-empiris, adalah penelitian yang mengkaji tentang

keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan
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hukum. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi
objek yang dituju dalam penelitian ini.!!

Dalam penelitian ini mengunakan penelitian field research
yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau dengan melibatkan
pihak yang ada kaitannya langsung dengan objek penelitian, yaitu
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) dan penyandang disabilitas yang diteliti, sehingga
mendapat data yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis-empiris menitikberatkan pada tingkah laku
(behavior) yang berkembang atau bekerjanya hukum ditengah
masyarakat. Dengan demikian, hukum dikonseptualisasikan sebagai
perbuatan-perbuatan yang sebenarnya (actual act) termasuk
perbuatan dan akibat-akibatnya pada hubungan-hubungan
kehidupan bermasyarakat.!?

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah
pendekatan sosiologi hukum. bertujuan untuk mempertimbangkan
hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah
menjelaskan dan mengaitkan, menggali bahkan mengkritisi
bekerjanya hukum formal pada masyarakat. Hukum bagaimanapun

selalu berhubungan dengan individu dan masyarakat, sehingga

11 Sri Mamudji. “Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum”. (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) :11

12 H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dan Disertasi”. (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2013) :25.
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bekerjanya hokum tidak lepas dari realita sosial, tetapi hukum

merupakan akarnya. Hukum lahir bagi individu dan masyarakat

untuk bertindak berdasarkan tuntutan hukum.'3
3. Tempat Penelitian
Tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Kabupaten Batang,.
Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena asumsi
bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental
dalam pemilihan umum belum terpenuhi.
4. Sumber Data
Sumber data yang terdapat dari penelitian ini adalah sumber
data meliputi sumber data primer dan sekunder :

a. Data primer dengan data diperoleh saat melakukan studi lapangan
dengan melakukan wawancara terstruktur dengan mengacu pada
daftar yang disiapkan dengan jumlah partisipan yang banyak
terkait dengan masalah penelitian

b. Data sekunder dengan data diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan, seperti rangkaian bacaan, kutipan, interpretasi buku,
tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh

peneliti meliputi:

BSolahudin Umar. “Pendekata Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”.
Jurnal Dimensi,Vol.10No.2,November 2017, 52.
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a. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data dimana
peneliti mencatat informasi yang dilihatnya semasa penelitian.
Metode pengumpulan data adalah pengamatan langsung terhadap
situasi atau kejadian dilapangan. Didalam penelitian ini, peneliti
melakukan observasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk mendukung data
dalam penelitian ini, hasil wawancara tersebut kemudian di catat

untuk dianalisis terlepas apakah sesuai dengan teori yang ada.

. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung antar
dua orang atau lebih terkait sesuatu. Fungsi dari Wawancara yaitu
guna mendapatkan data yang akurat dan valid. Dalam studi ini,
penyusun melakukan wawancara kepada pihak penyandang
disabilitas, = Komisi Pemilthan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Batang,

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa
dan melacak dokumen-dokumen yang di butuhkan bagi peneliti.!
Pada penelitian ini, peneliti menjalani Dokumentasi di Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu

14 Bambang Sungono. “Metodologi Penelitian Hukum”. ( Jakarta: RajaGrafindoPersada,

1997) :10.
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(BAWASLU) Kabupaten Batang yang kemudian hasil penelitian
ini dilakukan analisis konten dari dokumen tersebut.
6. Teknik Analisis Data
Teknik yang diterapkan oleh peneliti adalah teknik analisis
data kualitatif. Yaitu memaparkan data secara komprehansif dan
berkualitas dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak berganda
dan efisien yang memudahkan interpretasi data dan pemahaman

data.!s

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang
masing-masing berisi beberapa sub-sub guna menyusun struktur
pembahasan penelitian ini secara sitematis, sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Bab ini menyajikan mengenai hal — hal yang mengatur
bentuk dan isi penelitian, meliputi latarbelakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis,
metode penelitian , dan sistematika penulisan
BAB II : Landasan Teori
Bab ini berisi landasan teori yang meliputi pembahasan

terkait peaturan daerah dan perumusannya yang akan digunakan

15 Yulianto Achmad dan MuktiFajar Yulianto. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris”. ( yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) :175.
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sebagai landasan hukum atas permasalahan yang ada dan
bagaimana penerapan peraturan daerah.
BAB III : Hasil Penelitian
Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi yang menjadi
tempat penelitan, juga hasil penelitian yang terdiri dari dasar
hukum bagi permasalahan yang ada, dan membahas pemenuhan
hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan
umum di Kabupaten Batang
BAB IV : Analisis Penelitian
Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang berisi
tentang analisis pemenuhan hak konstitusional penyandang
disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang
BAB V : Penutup
Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup dari
keseluruhan rangkaian bab sebelumnya yang akan memuat
kesimpulan deksriptif penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran

— saran



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan

mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas

mental dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Batang Nomor 6 Tahun 2019 maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai

dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasikan, yaitu:

1.

Pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental
dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas telah
banyak terjadi karena dalam faktor subtansi hukum adanya kekosongan
hukum, faktor struktur hukum yang dalam pelaksanaanya panitia
penyelenggara pemilihan umum hanya formal prosedural saja, faktor
sarana atau fasilitas yang kurang memadai, serta faktor budaya
masyarakat Kabupaten Batang masih terdapat deskriminasi bahwa
penyandang disabilitas tidak berhak mendapatkan hak politik.

Penyebab yang timbul terhadap tidak maksimalnya pemenuhan hak
konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental adalah fasilitas
dan sarana akses hak pilih yang diberikan belum memenuhi dalam

pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, timbulnya

99
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kekhawatiran yang membuat mereka semakin termarjinalkan dan

adanya potensi penyalahgunaan hak suara mereka.

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat

digunakan untuk meningkatkan penanganan terhadap pemenuhan hak

konstitusional penyandang disabilitas didalam pemilithan umum untuk

kedepannya, sebagai berikut :

1.

Hendaknya dinas terkait saling meningkatkan koordinasi dan
komunikasi untuk memenuhi hak politik dalam pemenuhan hak
konstitusional penyandang disabilitas mental sehingga dalam praktek
penegakannya dapat maksimal.

Bagi masyarakat perlunya wawasan dan pengetahuan bahwa
penyandang disabilitas itu perlu mendapatkan pendampingan untuk
memenuhi hak-hak konstitusional secara hak politik maupun secara
kebijakan pemerintah untuk memenuhi penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang

Disabilitas.

. Harapannya kepada penyandang disabilitas mental dan keluarga sudah

bekerja sama di dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini,
partsipasinya ikut serta dalam mengambil dan memberikan masukan-
masukan terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang

disabilitas mental berdasarkan Perarturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
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